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TENTANG

PERIZINAN USAIIA PERKEBUNAN

DENGAN RAIIMAT ALLAH SUBHANA HUWATAALA

BUPATI ACEN SINGKIL

buhwin usithi purkr.hunun merupakan salah satu Ls.g,m:.m chonomi yang
berperan  dalam i I dan b petani,
penyerapan lenag h.r;.n pmlnp,knt.m lL»lu dan pdw.urlau lingkungan
hedup serta sebaga f dan p pan chonomi
rakyat pertu dilakukan jnat dan iy,

. hahwa dengan di kannyi Peraturan P h Momor 25 Tahun 2000

tentany Kewenangan Proviesi schags Docrah Chonomi Perizinan Usaba
Perkebunan welah menjadi kewenangan Kabupaten,

bahwa untuk maksud tersehut diatas perly diatur dalim Canun

1

L

. Undung-undang Womor 8 Tahun 1981 Temtung Hukum Acars Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomar 76, Tambahan Lembaran Negam
Momaor 3208);

. Undang-undang Momor 12 Tahun 1992 Sistem Budi Daya Tanamar,

Undunpeundany Nemor 18 Tahun 1997 tenlung Pajak Daerah dan
Retribusi Jacrah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3683) schagaimana (clah di ubah dengan
Unduang-undang 34 Talwn 20040 {L.embaran Nepara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 twentang Sistem Budi Daya
Tanaman;

Undang-undany  Nomor 22 Tahun 1999 tentung Pemeriniah  Dacrah
(Lembamn Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tembshan Lembaran Megara
Momor 38345,



‘ﬂmaplmn 3

6. Undang-undang Nomor 25 Tabun 1999 tentang Perimbangan Kewangan
antara Pemerintah Pusat dun Daerah ( Lembaran Nepara Tahun 1999
Nomor 72, Tumbahun Lembaran Negara Nomor 3848 ),

7. Undang-undang Nomor 34 Tabun 2000 Tentang Perubahan atay Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerish dan Retnbusi Daerah.

8. Peratwran Pemerinwh Nomor 17 Tahun 1986 tenlang Kewenangan,
Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Indusin;

9, Peroturan  Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 teniang  Perlindungan
Tanaimin;

10, Peraturan Pemerintsh Nomor 13 Tahun 1995 tentang lzin Usaha Industr
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambihan Lembaran Negara
MNomuor 3596);

11, Pergturan Pemerintah Nomor 27 Tabun 1999 wniang Analisa mengenad
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3838);

Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemeniniah dun Provinst sebaga Dacrab Ownom (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Megar Nomaor 3954,

13. Peraturan Pemeriniah Nomor 66 Tabun 2001 tentang Retribusi Daerah;

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahan 1999 wntang Teknik Penyusunan

Peraluran Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemenntah dan Rancangan Kepulusan Presiden

o

Denpan Persetujunn

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN
QANUN KABUPATEN ACEN SINGKIL TENTANG PERIZINAN
USAHA PERKEBUNAN,
BAE 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengun |

o Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil:

b, Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah beserta Peranghat Dacrah yang,

lain sebapai Badun Eksekulil Daerah;

Kepala Daernh adalah Bupati Aceh Singkil;

d Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

¢ Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatin Duerah Kabupaten
Acch Singkil,

o



Dinas Perkebunan Dacrah adalah Dings Perkehunan Kabupaten Acch
Singhil;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi wgas tertenlu di idang Perizinan
Usaha Perkebunan sesuai dengan Persturun Perundang-undangan vang
berlaku;

Usaha Perkebunan adalah Kegintan untuk melakukan usaha budi diya dan
atau usaha industri perkebunan;

Lsaha Budi daya Perkebunan adalah usaha budi duya (anaman perbebunan
vang meliputi kegistan pra tanat, penanaman, pemelibaraan tanaman dan
T pada jenis yang ditetapkan Pemerintah;

Usaha Industri Perkel adalah knion  kegi Tak
prudul.u tanaman perkebunan yang birlujuan untuk leanrpunJunb duya
simpan dan stau meningkatkan nila wmbah;

Perusahaan Perkehunan adalah Badan Usaha yang berbudan hukum yang
melakukan usaha di bidang Perkebunan;

Parkebunan Besar adalah Usahy Perkebunan dengan |uasan tertentu yang
diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan diatas lahan Hak Guna Usaha atay
Hak Tanah lainnya dengan luas arcal lebih dan 25 bekiar,

Grup Perusahaan adalah Perusahaan-perusahoan vang sahamnya schigian
atau seluruhnya dimiliki olch pemegang saham yang sama, baik atas nama
perseorangan maupun perusahaan kecil:

Perkcbunan Rakyal adalah usaha budi daya perkebunan vang diusahakan
oleh perorangan distas tanah Milik atou Hok Guea Usahi dengan fuas
kurang dari 25 Hekiar;

Tzin Usahy Perkebunan yang selanjutnya dischut 1UP adalah izn tetap
usaha perkebunan tertulis yang wajib dimiliki perusahsan untuk dapat
melakukan usaha budi daya perkebunen dan atau usaha  industri
perkebunan;

Surat Penduflaran Ussha Perkcbunan yang selanjuinys disebul SPUP
adalah Surat yanp diberikan oleh Pejabut Pemberi Lan yang berfaku
layaknya (U

Mas:l’kns; chun ndalah  kegiatan untuk rnemfa.i tingkat kineria
dalam penpelolaan usaha perket dalam kurun

waku l|.‘|‘ll|:llllLl'.
Wisata Perkebunan adalah suatu kew yany faath wsaha
perkebunan scbagal obyek wisata dengan tujsan untuk diversifikas usaha,
perluasan kesempatan kera dan promosi usaha perkebunan;

Kriteria adalgh ukuran yeng menjadi dasar penilaian atay penetapan
sesualu;

Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuntu vang dibekukan scbagui
patohan dalam melakikan kegiatan;

. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perscroan Terbatas (P}

Perseroan Commanditer, Persercan lninnya, Badan Usaha Milik Negera
stau Ducrah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yeyasan alau organisasi vang sejenis, lembaga,
dara pensiun, bentuk usaha ttep serta bentuk usuha lainnya,

Retribusi Jasa adalsh Retribusi atau jasa yang disediokan oleh Pemurintah
Dacruh dengan  prinsip komersial havena pada dasaraya dapat pula
disediakan olch sektor swusta;



w. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menunit
Persturan  dan  Perundang-undangan  diwayibkan  uniuk  metakukan
pembayaran retribusi:

« Masa Retribusi udalah suatu jangka wakiu tertentu yang merupakan batas
wakty bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah
Duerah,

y. SKRD adalah Sural Ketctpan Reinbusi Dacrah yang menentukan
besarnya jumlah retribusi yang weratang;

, STRD adalah Surat Tagihan Retribusi Dacrah yang untuk melakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi admninstrasi berupa bunga atau denda;

a2 SKRDKBT adalah Surat Ketctapan Retribusi Duerah Kurang Buyar yang
mienentukan besarmva jumlah retribusi yang lechutang, jumlah kredit
retribusi, | sanks admine i dun gumlah yang masih harus
dibayar:

bh SKROKB adalah Surat Ketetapon Retribusi Dacroh Kurang  Bayar
Tambahan yang menentukan tambahan atas  jumliah retribusi yang telah
ditetapkan;

ce. Kas Duerah adalah Kas Docrah Kabupaten Acch Singkil;

dd. Pemneriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan
dan mengelola data dan atau Keterangan dalam mngka mengawasan
kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  retribusi - berdusarkan  Peraturan
Perundang-undangun retribusi dacrab;

ce. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi dierah adalah seranghaian
lindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negen sipil yang
selanjutoya discbut Penyidik, untuk mencari suria mengumpulkan bukti
yang dengan bukti ity membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
dacrah yang teradi serta menemukan tersanghanyi.

BAB 11
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Degan nama Relribusi Perizinan Usaha Perkebunan dipumgul pembayaran
Relribusi Perijinan Usaha Perkebunan,

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pemberian lzin Usaha Perkebunan kepada Orang
Pribadi maupun Badan Hukum dalam wilayih Daerah,

Pasal 4

Sq._lbjck Retribusi adalih setiap orang/pribadi atou badun yang memperolch
rZmn,



BAB TH
GOLONGAN RETRIBUST

Pasal 5

Retribusi lzin Usaha Perkebunan digolonpkan seranghaian Refribusi Perizinan
tertentu,

BAL 1V
CARA MENGUKLR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal &

Tingkat Pengpunaan Jusa divkur berdasackan jenis usaha dan fuas maksimum
perkebunan.

BAR ¥V
PRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

. Prinsip dan sasaran dilam menetapkan struktur dan besarnya tan{ vetribusi
berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan pemberian ijin.

b. Biaya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya survey
lapangan dan biaya transportasi dalam rngka  pengendalian  dan
penpawasan.

BAB V1
JENIS, LUAS MAKSIMUM DAN
POLA PENGEMBANGAN UsANA

Pasal 8

Jenis Usaha Perkebunian terdiri atas Usaha Budi daya Perkebunan dan Usaha
Industri Perkebunan.

Pasal 9

(1) Usaba Budi dova Perkebunan yang luas Tahannya 25 Ha olau lebih wajib
memiliki 1UP,



feh P i Dacrah,

(2} Usaha Budi dava Perkebunan vang fuss ishannya kurang dan 25 Ha wajib
ik pendaftaran ol

Puasal 10

(1) Usaba Indusin Perkebunan meliputi mdustn pengolibin hasil untuk
peninghatan sila bl produk primier baik hastl usima, sl sampagin
ddan Basil 1kutan.

12} Usaha Indusiri seha paimana dimaksed aval (1) wapb memilikr (09

(3) Ruang Linghup Usaha Industn Perkebunan sesuar dengan ketentuan yang
beerlaku.

Fasal 11

WU sebagaimana dimahsud dafam Pasal 9 ayal (1) dan Pasal 10 ayal (1)
diberikan oleh Kepula Daerab,
(21 IUP sebagaimana dimaksud dakin - avat (1} berlaku sclama perusahaan
AR ol \

masth t sceara k | dan sesui
dengan baku fekms seria sesuni dengan hetentuan Perundang-undangan
i selurub kewajiban yang telah ditetapk
Pasal 12

Luas Labun Usiha Buds diva Perkebunan sehagiimana dimaksod dalam Pasal
9 ayat (1) untuk perasahasan grop perusahaun sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

Pusal 13

L) Dalam setiap Uahia Perkeb harus prkut k
magyarakal

(2) Pengembangun sebapaimana dimaksud dalam ayat 1) dapat dilikukan
dalam berbagar pola, antars luin
a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, vint pold-pola pengembangan yang
modalinya 100 Yo di miliki oleh Koperasi Usaha Perkebunun:

Pol Patungem  Koperisi-Investor yailu pola  pengembangan  yung
shamnya 80 % dimiliki Koperas dan 35 % dimiliki
lnvestor'Penesahaan;

. Pola Patungan Investor-Roperasi yaite pola rengembangan  yung

sahamnya 80 Ye dimiliki InvestorPerusahaan das minimal 20 %
dimiliki Koperasi yang ditingkatkan secara beriahap;
Pola BOT (Built, Operate and Transfer) yaitu pola pengembangan
dimana InvestonPerusahran membangun kebun dan atau pabrik yang
Kemudian akan dulitkan kepada peminal/pemilik yong tergabuny
dalam Koperasi.

=
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BAE VIl
SYARAT-SYARAT PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Pasal 14

Usaha Ferkeh dapal dilukukin ol Warps Mepara Indonesia
atau Badan Hukum vang didinkan menurul Huku lndonesii

Pusal 15

Untuk Tl Bein Ulsaha Poghel i Woarns Mepum
Indonesia atau Badan Elukum o wijib i Syurat-syvarnt schagai
benkut ;
Akt Pendinan dan Pervbahannva vang terab i atan Karu inda
Penduduk (KT1);
Mamar Pokok Wajib Pajak (NPWPL
Sural Keterangan Domisili;
Rencana Usaha Kerju Perkebunan:
Itu:komcn:lus: Tin Laokisi-dari Jastans) yang dDerwenani.

oknis k Tahandar Tinas Kebutinan
kabup:alcn Aceh Singhil:
g Pemnyataan pemilikan bshan pcruﬂhnunnuu Brup huh\m wsnha perkebunan

2

-“n &an

belum mel hatas mik ksudd dalsm
Peraturan M‘.nls.rl AprariaiKepala RPN Numnrl Iuhun (DR

b ¥ pala vang dipilih Pasal 13 aval (2)
an dibuat dalam Akte Notarr;

i Peta calon lokast dengan skala | ;10 LK~

1 Surat Persctuuan Dokumen AMDAL dari Komist AMDAL Dacrah

Pasal 16

1) Pengembangan abrik Kelape Sawil (PKS) perusahoan wigb diliakukan
sevarn lerpadu dengan jaminan pasokan bahan dar kebun sendin.

12) Apabilas Pasokan bahan baku dari kebun scndici sebaguimana dimaksud
dalam ayat (1) tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber fyin: meliai
perusahaan palungin,

(3] Diserahkan  olch  porusohaan  yang bessangkutan  dengan segala
pertumbangannys  pembangunan  pabrik  kelupe  sawit scb.lg;umanu
dimaksud dafam avat (1) bara dapat dilak kan spabily sctelah
penanaman din produks SO % dan kapasitas PRS terscbut.




BAB VIl
TATA CARA PERIZINAN USANA PERKEBUNAN

Pasal 17

Perusahaan Perkebunan vang lokasinya di Wilayah Kubupaten, permohonan
disampaikan kepada Kepala Dacrah dengan tembusan kepada Menteni
Perman dalam  hal o Dercktur Jenderal  Bina Produksi Perkebunan
Depanemen Perianian.

Pasal 18

Kepala Daerah seteloh menerima permohonan izan usaha perkebunan dari
pemohon dalam jungka waklu sclambat-lambataya3 (tiga puluh) hati herja
memberikan  jawaban  menolak oty menyetujui pemberian Ezn o usaha
porkebunan.

Pasal 19

Dalam hal Kepala Duerah menolak permobanan isn usiha perkebunan wijib
berikan alasan penolakan scearn tertulis

Pasal 20

Dalam hal Kepala Daerah menyetujui pemberian izin usaha perkebunan, maka
Kepala Daerah dalam jungka wakiu sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
kerja memberikan Surat Keputusan Pemberian lzin Usaha Perkebunan,

Pasal 21

(1) Perusahaan Perkebunan yang telah moemiliki Tan Ussha Perkebunan
demgan jenis tanaman tertenty yang ahan melakukan perubahan jenis
tanaman harus memperolch persetujuan terebih dahulu dani Kepala
Daerah.

(2) Untuk peralch p i bapai fimaksud dalam ayat (1)
permohonan dilengkapi persyaratan :

a. Folo Copy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HIGLU )

b, Akte Pendirian Perusanaan don Perubahan yang ierakhir;

c. Rencana Kerja (Proposional) yang berisi lentang alasan perubahan
tanaman serla rencana pengembangan anaman penpganti;

d. Surat Dukungan Perubahan Tanaman dan Lembaga penclitian yang
terkail.




Pasal 22

(1) Perusahaan Perkebunan vang telah memiliki 1#in Usaha Perkebunan vang
akan mengadakan peruasan kapasitas pabrik lebih dari 30 % wajib

l 1zin peningk kapasitas pabrik terlebih dahulu dari Kepala
Daerah.
(2) Uniuk  memperoleh izin penambahan kapasitas pubrik subagaimunq
dimaksud dalam ayat (1) pemoh lenpkap 1 an sebagai
benkul ;

& Foto Copy IUP dan atau |ak Guoa Usaha (1GL);
b Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan vang terakhir,

¢, Rencana Kerja (Proposal) yang bersi tentang alasian peningkatan
kapasitas pabrik, pasokan bahan buku serls  rencana kepiatan
puningkatan kapasilas;

d Surat Rekomendnsi perluasan kapositas pabrik  dari Kepala Dinas
Perkebunan,

BAB 1X
MASA BERLAKL 1ZIN

Pasal 23

(1) Masa berlaku i acolah janpka waki yang ditetapkan 25 (dua pulub
lima) tahun,

(2) Dengan diterbitkannya izin, maka hepada setinp pemegang frin Usahia
Perkebunan (IUP) wajib melakukan pendafiaran ulang,

(3) Daftar Ulang ditctapkan setiap 5 (lima) tahun,

(4) Tata cara dan Syaral-syaral dafiar ulang lebih lanjut ditetapkan dengan
Keputusan Kepala

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pagal 24
Besamya Tarif Retribusi lein Usaha Perkebunan adalal sebagai herikut @

a Usaha Budi duya Perkebunan ... Rp. 600.000+Ha
€. lzin Usaha Industri Perkebunan meliputi ;

! Untuk Pabrik Minyak Kelapa Sawit
- Kapasitas \erpasang sid 10 tonfam Rp. 30.000.000.-



Daftar Ulang brin Rp.  7.000.000.-

- Kapasitas terpusang |0 o/d 20 tonjam Rp. 45.000.000 -
Daflar Ulang lan Rp,  10.000.000,-
- Kapasitas terpasang lebib dari 20 s/d 30 ton/jam Rp, - 60.000.000 -
Dafar U'Inn;i,', lzin Rp. 12.000.000 -
- Rapasitas terpasang lebib dari 30 ton/jam Rp. 100000000,
Daflar Ulang [zin Rp.  [5.000.000-
2 Untuk Pabrik Pengelolian Karet |
- Kapasitas terpasang s/d 10 ton/jam Rp. 30.000,000,-
Daftar Ulang lin Rp.  7.000.000-
- Kapasitas terpasang L0 sid 20 londjam Rp. 45000000,
Daftar Ulang 1zin Rp 10.000.000.-
- Kapositas terpasang lebib dari 20 s/d 40 tonfjam Rp. 60.000.000-
Daftar Uang Leain Rp. 12.000.000.-

("]

Linuk Pabrik Pengelola Kelapu @

- Kapasitas terpasang s'd 5 ton‘han Rp. 30.000.000.-

Daftar Ulang Lzin Rp.  7.000.000,

- Kapasitas terpasang 5 s/d 10} ton/haei Rp.  45.000.000,-

Daftar Ulang lzin Rp. 10.000.000.-

- Kapasitas terpasang lebih dari 10 &/d 20tonfhari Bp.  60.000.000 -

Daflar Ulang bz Rp.  12.000.000.-
BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Pemungutan Retribusi Gidak dapat diboronghan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SETD atau dokumen fain yang
dipersamakan.

(3) Bentuk, Isi. Kualitas dan Ukuran dari SKRD, STRD dan atau dokumen
lain yang dipersamakan ditelapkan olch Kepala Dacrah



BAB X1t
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasxal 26

Retribusi yanp terutang dipungut di Daerab Kabupaten Aceh Singkil pa
kerpa Kantor Dinas Perkebunan,

BAB XIII
TATA CARA PENAGHIAN

Pasal 27

(1) Pengeluaran Sural Teyuran/peringatan/surat lain yamg scjenis sebaga
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (wjul
seliap jatuh lempo pembayaran,

(2y Dalam  jangka waktu 7 (tujuh) hari  sctelah  tunggal
teguran/peringatandsurat lain yang sejenis, wajib retribusi harus me
retribus yang terutany,

(3) Surat Teguran sehapaimana dimaksud pada ayat (1) dikelwsrkar
Pejabat yang ditunjuk.

BAB XTIV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 28

Saat Retribusi Terutang adulaoh pada saat ditetapkannye SKR1 atas dok
lain yang dipersamiakan,

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 29

(1) Pembuyaran Retribusi yany lerutang harus dilunasi sekalipus.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, lempat pembiyaran retribusi ¢
dengan Keputusan Kepala Daerah,



BABE XV1
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 30

(1) Bepala  Dacrah  dopat  memberikan  pengurangan,  keringanan  dan
pembebasan retribusi.
(2) Pemberian 1 k dan hel retribusi

sebagaimana dimaksud dalam ayat () Pasal ini, dengan memperhatikan
kemampuan wajib retnibusi,

(3) Tata cara pengurangan, kennganan dan pembebasan retribusi sebagaimana
dimaksud ayal {1) Pasal ini diatur [chib lanjut dengan Keputusan Kepala
Dagrah,

BAB XVII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

(1) Hak untuk melakukan penagih ibusi kedal setelsh melamy
Jjungka waku 3 (tiga) tahun techitung scjak saat terutang retribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang reteibusi.

(2) Kedaluarsa penagihan schagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini batal
apabila
a. Diterbitkan Sural Tepuran ataw;

b Ada pengakuan husang retribusi dari wajib retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

@ Menyclesaikon hak atas tanah selambat-lambataya 2 (dua) tahun sejak
diterbitkannya U1

b. Mercalisasikan pembangunan perkebunan sesusi dengan rencana kerja
yang telah disusun dan scsuai dengan perencaran makro pembangunian
perkcbunan;

c. Mengelola  usaba  perket secars profesional,  transparan,
partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;

d. Melaporkan kegiatan diversifikusi usaha selain usaha pokok perkebunan,
seperti usaha  wisaln perkebunan, kepada instansi pembina teknis
perkcbunan dan mepercleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari
instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku;

e

M bubkan dan \ berday mesvarahat/Koperasi sckitarnya;



T Mclaporian perkembangan usaha perkebunan secara berkala sotiap 6
(enam) bulan sckali kepada Pemeriniah Daerah dengan tembusan kepada
Menteri Pertanian dalam hal ini Dirckirur Jenderal Bing Produksi
Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan P Hasil
Pertanian,

Pasal 33

(1) Pembinaan teknis usaha Perkebunan disclenggarakan oleh Pemerintah
Kabupalen sesuai dengan lingkup kewenangannya.

(2) Dulam rangka pembingan dan pengawasan dilakukan evaluasi secara
berkala melalui kegiatan klasifikasi kebun oleh Pemerintah Daerah dan
hasilnya diinformasikan kepada Pemerintah melalui Menteri Pertanian,

BAB XIX
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Perusahaan perkebunan vang telah memiliki izin usaha perkebunan tetopi tidak

lak kan kewajiban schagai dimaksud dalam P Daerah ini
dikenai sanksi pencab f irin usaha perkeb berdasark
ketentuan yang berlaku.
BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan  kewajibannyu sehingga

pikan | gan dacrah di Pidana Kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kuli Jumlah reteribusi
Yang lerutang.

(2) Tindak Pidana scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah
Pelanggaran,

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 36

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertenty di Lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus scbagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan
Tindak Midana di bidane Retribue: Dol



(2) Wi Penysdik schagai chmaksud pada ayat (1) Pasal im adalah

= ¢ =

& Menerima, mencan, mengumpulkan dan mencliti keteringan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retmbusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap din jelas.

b Meneliti, mencari dan men;,mnpuik:n Lclemngxm mengenai orang
pribadi atau badan lentang keb yang dilakub
sehubungan dengan tindak pidana di bld:am, Retnbusi Daerah,

¢ Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Dagruh.

d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumentasi lain beckenaan
deengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

e Melakukan penpgeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bukti
pembukuan, peneatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhudap bahan bukt tersebut:

[ Meminta banluan tenaga ohli dalam rungka pelaksanaon ugas
penyidikan tindak pidana di bidany Retribusi Dacrah;

¢ Menyaruh berhenti, melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
lempal pada saat pemerksaon sedang berfangsung dan memeriksa
identitas orang dan dokumen yagn dibawa sebagaimana dimaksud
pada huruf (),

h.  Memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana retrsbusi
dacrahy;

i Memanggil orang untuk didengan keterangannya diperiksa sebaygai
tersangka atau saksi;

J Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidanan di bidang retnbusi menurut hukum yang dapat
dipertanggung-jawabkan.

(3) Penydidik schagaimana dimaksud pada ayal (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor & Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Mdana.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Perusahaan Perkebunan yang tzlah memiliki tzin Usaha Perkebunan atau Surat
Pendaftaran Usaha Perkebunan sebelum ditetapkannya Peraturan Dacrah ini
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Dacrah ini.



KETENTUAN LAIN-LAIN -

Pasal 38
Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil berkewajiban melakukan
vkl

pengendalian dan penga perasional dan pelaporan dengan
b } pada keter yang berlaku,

¥

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTLP

Pasal 39

{1) Segala kelentuan yang telah ada dan tetap masih belaku scpanjang
bertentangn dengan Qanun ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Qanun
ing.

{2) Hal-hal lain yang belum dintur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur dan ditctapkan febih Tanjul dengan
Keputusan Kepala Daerah,

(3} Qanun ini mulai berfake pada tangpal diundangkan. Apar setiup orang
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Canun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dagrah Kabupaten Acch Singkil,

Disahkan di  : Singkil
Pada tanggral 10 Januari 2003

BUPATI ACIEH SINGKIL
Cap/ o

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan dulam Lembaran Dacrah Kabupaten Acch Sanpkil
Pada tanggal 16 Januari 2003 Seri B Nomor 0 |9
——#:N-BUPATI ACEH SINGKIL
f_,__{.;EKR-[’.TMIS DAERAH KABUPATEN

{11 RIDWAN HASAN, 811 )

Pembina Utama Muda [ Nip, 390095540
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